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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada ALLAH Subhanallahu Wata’ala,
Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)
Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam upaya pencapaian
kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat informasi pertanggungjawaban
kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan
sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbangpol Aceh tahun 2020 pada
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2017- 2022,
dan merupakan instrumen input bagi penetapan kebijakan pada tahun
berikutnya. Pengukuran pencapaian sasaran didasarkan pada Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) sehingga diharapkan
akan terlihat capaian dan efektivitas program kerja Badan Kesbangpol Aceh
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan sumber
daya yang ada.

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2020 ini meskipun jauh dari sempurna
kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk
pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi
sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan
implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa
mendatang dan dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun
yang akan datang.

Akhirnya, kepada seluruh jajaran Badan Kesbangpol Aceh yang telah
melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja
tahun 2020, kami sampaikan terima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha
Esa memberkahi upaya kita semua dalam melaksanakan tanggungjawab
yang telah diberikan.

Banda Aceh, Februari 2021
KEPALA BADAN KESBALN-GPO:E"ACEH

II
|
Drs. MAHDI\EFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 19691120 199103 1 014




EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesbangpol Aceh tahun 2020, merupakan
penjabaran hasil pelaksanaan rencana kerja tahunan sebagaiman tercantum
dalam Renstra tahun 2017- 2022, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Dan
reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 Tentang
Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

Badan Kesbangpol Aceh berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari
LKJ yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKJ yang
proporsional dan profesional semakin transparan dalam
mempertanggungjawabkan kinerja Badan Kesbangpol Aceh sebagai Instansi
di lingkungan Pemerintah Aceh dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ) Tahun
2020. Laporan ini menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya, data
kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan
Kesbangpol Aceh yang disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap
Pencapaian Kinerja selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember
2020 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut
penyelesaian program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Badan
Kesbangpol Aceh. Dari seluruh capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan
perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Badan Kesbangpol
Aceh tahun 2020 mencapai persentase 90,42%.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang
belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun
2021. Faktor penghambat realisasi capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah
terjadinya wabah COVID-19 yang berimplikasi kepada refocusing anggaran
sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang efektif. Sebagai bentuk
kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Badan
Kesbangpol Aceh telah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2020 dalam
rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi
pemerintah/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik
diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (Strategic Plan),
Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggung jawaban
Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan
transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja (Performance
Accountability Report) merupakan uraian lebihlanjut secara periodik dari
rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap
lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahun
anggaran program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana
kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan
dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik
harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai
tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang
Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006
telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan
merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya
masyarakat Aceh. UUPA ini merupakan produk perundang-undangan
yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca
penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) Helsinki. UUPA
diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu
mewujudkan perdamaian menyeluruh dan Dberkelanjutan guna
menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun di sisi lain, masih
banyak peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA yang
belum dituntaskan sehingga dapat menghambat keberlanjutan
perdamaian dan pencapaian pembangunan di Aceh. Untuk dapat

mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem



pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimitas
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No. 28 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Badan Kesatuan
Bangsa Politik Aceh telah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) untuk tahun
2020 sebagai konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBA
yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota
kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu LKJ dalam
kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan
Pemerintahan di Aceh untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang
ada.

Penyusunan LKJ ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung
jawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat di bidang
politik pemerintahan, serta permasalahan sosial politik lokal yang ada di
wilayah Pemerintah Aceh, dengan demikian materi laporan sedikit banyak
menyangkut bidang hukum, ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa
dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Maksud dan tujuan pembuatan Laporan Kinerja adalah untuk
mempertanggung jawabkan dan memberikan gambaran umum atau
informasi mengenai hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh selama tahun 2020, dan untuk
mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan

pelaksanaannya.



1.2.

Dasar Hukum

. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1103);

. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata

cara perencanan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka

menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor

16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Aceh.



1.3.

Kesbangpol Aceh.

1.3.1

Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Aceh

Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Badan

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016

Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) dan Peraturan Gubernur

Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh,

terdiri dari :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 143 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATAKERJABADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH
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KEBANGSAAN DAN KARAKTER
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NIP. 196312311993032027 NIP. 197004071996031004 NIP. 197606022002121005 NIP. 198508162003122001
SUBBID. PEMBINAAN SUBBID. FASILITASI PARTAI SUBBID. ORGANISASI SUBBID. KEWASPADAAN DINI,
KARAKTER BANGSA POLITIK DAN PEMILU KEMASY ARAKATAN ANALISIS EVALUASI INFORMASI
DAN KEBIJAKAN STRATEGIS
MARDIANA, SE.,MM RULLY DEFRIZA, SE.,MM Diana Purmasari, SH ZULKARNANI, M.Ec.,Dev
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Keterangan;

A.

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis,

melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, menkoordinasikan,

memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan

bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan

tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan

lingkup tugasnya.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

1.

10.

11.

Pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ketatausahaan
Badan;

Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja
tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan
bangsa dan politik;

Pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa;

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
Penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi ketahanan ekonomi,
sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan,;

Pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional,
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan,;

Pembinaan UPTB;

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga
terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
melaksanakan program dan laporan, keuangan, kepegawaian

dan urusan dalam.



Sekretariat mempunyai fungsi :

1.

pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang
inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan
perpustakaan;

pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum
dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan
masyarakat;

pengelolaan administrasi keuangan;

penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan, jangka
menengah dan jangka panjang;

pelaksanaan  penyusunan rencana  strategis, laporan
akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh :

1.

Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala

Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program kerja, kegiatan dan anggaran, dan laporan.Uraian

Tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai berikut :

1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang
kesekretariatan;

2) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang
kesekretariatan;

3) Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-
bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

4) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data
dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang
kesekretariatan;

5) Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan

program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



6) Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Rencana
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

7) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD);

8) Melaksanakan pembinaan staf;

9) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai
bidang tugasnya,;

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan

pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi,

perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan

keuangan, perlengkapan, aset, barang inventaris dan

pemeliharaan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai

berikut :

1)  Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban
atas pengelolaan keuangan;

2)  Melaksanakan urusan administrasi keuangan;

3) Melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai;

4)  Menyusun anggaran kas;

5)  Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan
administrasi pengelolaan tata usaha keuangan;

6) Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan
pemeriksaan keuangan,;

7)  Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

8) Mengelola, menyusun anggaran kebutuhan barang dan
pemeliharaan/ perawatan baranginventaris;

9) Mengelola urusan perlengkapan / pengadaanbarang;

10) Melaksanakan pembinaan staf;



11) Menyusun rencana kebutuhan barang dan daftar
kebutuhan barang;

12) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai
bidang tugasnya;

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat,

kearsipan, perlengkapan, perpustakaan, serta menyiapkan
penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan
administrasi kepegawaian.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai

berikut :

1)  Mengelola urusan surat menyurat dankearsipan;

2)  Mengelola urusan teleks, faksimile, telegram, radio,
telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat;

3) Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;

4)  Mengelola urusan kendaraan operasional;

5) Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang
kesatuan bangsa danpolitik;

6) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
dalam bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

cuti, mutasi dan persiapan pensiun Pegawai NegeriSipil;

7)  Menghimpun dan menyusun data pegawai;
8) Mempersiapkan penyusunan jabatan struktural dan
fungsional;

9) Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan
pemeriksaan bidang kesekretariatan;

10) Melaksanakan pembinaan staf;

11) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai
bidang tugasnya;

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

Karakter Bangsa.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa dipimpian oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas
melakukan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa, penerapan penghayatan dan pengamalan
ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan
ketahanan nasional, pembinaan kewasapadaan nasional,
pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, pelestarian
nilai-nilai budaya, pembauran kebangsaan, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pembinaan ideologi
dan wawasan kebangsaan;

2. Pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan karakter
bangsa;

3. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan, penghayatan dan
pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan
kewasapadaan nasional, pembinaan kerukunan antar
suku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya;

4. Pelaksanaan pembinaan penerapan penghayatan dan
pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan,
bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan,
pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika;

5. Pelaksanaan fasilitasi pembauran nilai-nilai wawasan
kebangsaan, ketahanan bangsa, bela negara dan hak asasi
manusia,;

6. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penerapan
penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan
wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan,
dan kewarga negaraan, pembauran dan pelestarian

Binneka Tunggal Ika; dan



7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibantu

Subbidang antara lain :

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempuyai tugas
melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup
Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Subbidang
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi bidang penerapan penghayatan dan pengamalan
pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara,
sejarah kebangsaan, kewarganegaraan, pembauran dan

pelestarian Binneka Tunggal Ika.

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang yang mempuyai tugas melaksanakan fungsi
dan peran Pemerintah di lingkup Subbidang Pembinaan
Karakter Bangsa.

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan
koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian
bimbingan teknis, supervisi dan pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan serta falisitasi bidang karakter bangsa.

Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang
yang mempunyai tugas melakukan pengembangan budaya
politik, pendidikan politik dan fasilitasi partai politik serta

Pemilu.
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Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

1.

Penyiapan perumusan kebijakan bidang implementasi
kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan
perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik,
pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi
peningkatan demokrasi;

Pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi implementasi
kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan
perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik,
pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi
peningkatan demokrasi;

Pelaksanaan pembinaan umum bidang implementasi
kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan
perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik,
pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi
peningkatan demokrasi;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
implementasi kebijakan  politik falisitasi lembaga
pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan
partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta
fasilitasi peningkatan demokrasi;

Pelaksanaa pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang
implementasi  kebijakan  politik falisitasi lembaga
pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan
partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta
fasilitasi peningkatan demokrasi; dan

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang

Politik Dalam Negeri dibantu oleh Sub Bidang :

Subbidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan
Politik

Subbidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan

Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai

11



tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan  kebijakan dan  koordinasi, pelaksanaan
pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta

falisitasi bidang pengembangan etika dan budaya politik.

Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang implementasi
kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan
perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan,
etika dan budaya politik serta fasilitasi bidang fasilitasi partai

politik dan pemilu

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan
Organisasi Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan

Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
merupakan unsur pelaksana teknis bidang ketahanan

ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi

Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi pelaksanaan
pembinaan umum bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi
ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan
sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya,
fasilitasi kerukunan wumat beragama dan penghayat
kepercayaan;

2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan
kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan,
ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan;

3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang

ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan
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kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan,
ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan; dan

4. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi

Kemasyarakatan dibantu oleh Kepala Sub Bidang :

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin
oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan
pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta

fasilitasi bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya.

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala
Sub Bidang yang mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan
kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, organisasi
kemasyarakatan asing serta fasilitasi bidang organisasi

kemasyarakatan.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
melaksanakan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
mempunyai fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang koordinasi,
kewaspadaan dini, dan kerja sama intelijen keamanan,

kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar
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lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan
orang asing dan lembaga asing;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi kewaspadaan dini
dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan
perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah,
penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan
lembaga asing;

3. Pelaksanaan pembinaan umum  bidang fasilitasi
kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan,
kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar
lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan
orang asing dan lembaga asing;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang fasilitasi
kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan,
kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar
lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan
orang asing dan lembaga asing;

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen
keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan
antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan
pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan

6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

dibantu oleh Kepala Sub Bidang :

Subbidang Penanganan Konflik

Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan  kebijakan dan  koordinasi, pelaksanaan
pembinaan umum pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

dan pelaksanaan pemantauan, evaluasai dan pelaporan,

14



pencegahan, penghentian, pemulihan pasca konflik serta

fasilitasi penanganan konflik.

2. Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi
dan Kebijakan Strategis
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan
koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi bidang kewaspadaan

dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

1.3.2 Kondisi dan Gambaran Umum Sumber Daya.

a.

Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol Aceh.

Aparatur didalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh adalah
para Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang
melaksanakan fungsi-fungsi administrasi. Mereka adalah perencana,
pelaksana dan sekaligus diharapkan menjadi motivator atau pendorong
semangat keikutsertaan masyarakat dalam gerak usaha memperbaiki
seluruh aspek tatanan kehidupan. Untuk dapat berfungsi sebagai
pendorong bagi pembaharuan dan pembangunan masyarakat, dituntut
perilaku keteladanan yang berupa sikap kreatif, inovatif, berkemampuan
keras serta tanggung jawab yang tinggi, yang diantaranya ditunjukkan
oleh efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas ditempat mereka
bekerja.

Dalam konteks pemahaman anggota organisasi terhadap misi yang
diemban oleh organisasi publik, peran pimpinan menjadi sangat penting,
mengingat kondisi yang terjadi selama ini, orientasi aparatur dalam
melaksanakan tugas pelayanan publik senantiasa didasarkan pada
prosedur dan peraturan. Secara mikro, kondisi semacam ini diakibatkan
oleh karena kurangnya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pada
tingkat bawah dalam merespon permasalahan yang dihadapi, apalagi
dalam organisasi publik yang sangat paternalistik, kekuasaan
terkonsentrasi pada pimpinan puncak, sementara yang langsung
berhadapan dengan pengguna jasa adalah aparatur yang berada pada

level bawah.
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Disamping itu, kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan
profesionalisme aparatur adalah motivasi aparatur birokrasi yang relatif
masih rendah. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
secara keseluruhan komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur
organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dapat dilihat dalam

Tabel 1.3.2.1 berikut ini :

Tabel. 1.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon
NO | KLASIFIKASI ESELON [ESL0Y | ESELOY STAF | T. KONTRAK
II III IV
1. |LAKI-LAKI 1 5 8 21 36
2. |PEREMPUAN 3 18 11
3. |JUMLAH 1 5 11 39 47
Grafik. 1.1
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Berdasarkan tabel. 1.1 dapat dilihat bahwa komposisi pegawai yang
menduduki jabatan struktural sebanyak 17 orang , sedangkan jumlah
kesuluruhan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh berjumlah 103
orang, terdiri dari 56 PNS dan 47 tenaga kontrak yang terklarifikasi dalam
tingkat pendidikan sebagai berikut;
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Tabel. 1.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO | KLASIFIKASI SMP SMA D-3 S-1 S-2
1. |LAKI-LAKI 2 18 14
2. |PEREMPUAN 16 5
3. |JUMLAH (%) 2 1 34 19

Grafik. 1.2
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Dari tabel 1.2 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 56 pegawai,
dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai Badan Kesbangpol Aceh
memiliki jenjang pendidikan strata I (S-1) yaitu sebanyak 34 orang
selanjutnya PNS dengan tingkat pendidikan strata II (S-2) sebanyak 19
orang kemudian 2 orang dengan tingkat Pendidikan SMA. Secara umum
Badan Kesbangpol Aceh sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik
dalam rangka menganalisa tantangan, permasalahan yang dihadapi
lembaga/organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun hal

ini diharapkan agar setiap pegawai dapat terus mengembangkan potensi
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yang dimilikinya secara berkelanjutan mengikuti tuntutan perkembangan
zaman. Selanjutnya, klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan

golongan sebagai berikut :

Tabel. 1.3
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO | KLASIFIKASI | I/c |II/a [1I/b | II/c | 1I/d |II/a [II/b | III/c [II/d | IV/a [ IV/b | IV/c | IV/d
1. |LAKI-LAKI 1 116 [10[6]5]5 1
2. |PEREMPUAN 31414110

JUMLAH 1 4 11014 (16| 5| 5 1

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Badan
Kesbangpol Aceh mempunyai jenjang pangkat/golongan III sebanyak 44
orang, pangkat/golongan II sebanyak 1 orang dan pangkat/golongan IV
sebanyak 11 orang. Keunggulan dibidang tingkat pendidikan dan jenjang
kepangkatan juga harus di barengi dengan motivasi kerja para pegawai
agar terjadinya kesinambungan dalam pencapaian target program dan
kegiatan yang telah direncanakan.

Salah satu permasalahan yang menghambat efektivitas organisasi
adalah masih rendahnya motivasi pegawai untuk meningkatkan prestasi
kerja, hal ini dikarenakan gaji/ penghasilan yang selama ini mereka
terima tidak ada pengaruhnya terhadap prestasi kerja, artinya baik
buruknya prestasi kerja tidak menentukan besar kecilnya
gaji/penghasilan mereka, tidak seperti di organisasi-organisasi swasta,
dimana prestasi kerja bisa menentukan besar kecilnya gaji, sehingga para
PNS tidak termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerja artinya mereka
hanya melakukan dan melaksanakan pekerjaan sebatas yang
diperintahkan kepada mereka. Kendala lain adalah kurangnya pendidikan
dan pelatihan bagi para PNS, terutama apabila pendidikan dan pelatihan
tersebut memerlukan dana yang cukup besar sedangkan dana yang
tersedia sangat terbatas, maka kesempatan bagi pegawai untuk
mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang.

Diharapkan adanya perbaikan dalam hal penentuan indikator
evaluasi tingkat kinerja dan tindakan tegas dan tepat secara personal

pegawai sehingga terjadi perbedaan antara pegawai yang aktif bekerja
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dengan pegawai yang tidak disiplin menjalan keseluruhan sebanyak
keseluruhan sebanyakkan tugas, bagi pegawai yang melaksanakan
dengan baik mendapatkan penghargaan (reward) yang layak sedang
pegawai yang melalaikan tugasnya diberikan hukuman disiplin
(punishment) yang tegas. Terkait dengan peningkatan kualitas intelektual
pegawai, diharapkan Pemerintah Aceh dapat meningkatkan anggaran
SKPA di bidang pendidikan dan pelatihan teknis bahkan beasiswa bagi
pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh khususnya Badan Kesbangpol
Aceh agar seluruh pegawai memiliki kesempatan untuk pengembangan
potensi dan wawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan Badan Kesbangpol Aceh.

Tabel. 1.4
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia
NO KLASIFIKASI (UMUR) JUMLAH
1. 20 - 30 1
2. 31- 39 10
3. 40 - 49 20
4, > 50 25

Dari tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa terdapat 25 orang pegawai
yang bersatus Pegawai Negeri Sipil Badan Kesbangpol Aceh yang sudah
mendekati masa purna bakti, hal tersebut diharapkan menjadi masukan
bagi SKPA yang menangani tata laksana kepegawaian untuk
mempersiapkan aparatur pengganti secara berkala untuk mengisi formasi
yang dipediksikan akan ditinggalkan oleh para pegawai yang menjelang
pensiun dalam kurun waktu 2 tahun mendatang sehingga Badan
Kesbangpol Aceh tidak mengalami kekosongan pegawai dalam

menjalankan tugas dan fungsinya.
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Tabel. 1.5

Komposisi Pegawai Per Bidang

; Bidang Bidang
. . Bina
NO | KLASIFIKASI |Sekretariat| Poldagri ., |Ketahanan|Penanganan

Ideologi . .

Ekonomi | Konflik

1. |LAKI-LAKI 40 7 6 6 10
PEREMPUAN 13 5 3
JUMLAH 53 12 12 11 13

b. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Kesbangpol Aceh.

Salah satu faktor penunjang dalam rangka peningkatan pelayanan

publik dan kinerja Badan Kesbangpol Aceh adalah ketersediaan sarana

dan prasarana pendukung. Kondisi sarana dan prasarana pendukung

pada Badan Kesbangpol Aceh dapat dilihat pada aspek pengelolaan

barang milik daerah, penggunaan asset dan reklasifikasi aset tetap (2020).

Berikut disampaikan keadaan asset Badan kesbangpol Aceh;

Tabel. 1.6

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penggunaan Asset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

TOTAL ASSET TOTAL ASSET
No | JENIS ASSET | YANG DIKUASAI YANG TIDAK KET
TETAP SKPD S.D TAHUN | DIKUASAI S.D :
2019 TAHUN 2019
1. | Tanah 4,601,000,000 -
o, | Peralatan dan 10.218.548.645 521.613.915
Mesin
3. | Gedung dan 13.596.195.706 -
Bangunan
4, |Jalan, Irigasi 548.911.250 ;
dan Jaringan
5, | Asset Tetap 94.169.520 ;
Lainnya
JUMLAH 29.058.825.121 521.613.915
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Tabel. 1.7
Reklasifikasi Aset Tetap s.d Tahun 2019

No | JENIS ASSET | REKLASIFIKASI | REKLASIFIKASI | REKLASIFIKASI | REKLASIFIKASI | REKLASIFIKASI
TETAP TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
1. Tanah - - - -
Peralatan dan
2. Meoin 1.888.177.198 1.057.593.324 265.027.156 1.516.637.442 9.614.000
3. Gedung dan 2.500.000 74.096.000 830.020.844 100.000.000 -
Bangunan
4, | Jalan, Irigasi dan 146.378.000 118.607.000 148.782.000 ; ;
Jaringan
5. Asset Tetap 9.983.520 30.320.000 4.743.000 . .
Lainnya
JUMLAH 2.047.038.718 | 1.280.616.324 | 1.248.573.000 | 1.616.637.442 9.614.000
1.4. Isu - Isu Strategis dan Analisis Lingkungan Strategis Pelayanan
Pada Organisasi.
1.4.1 Isu - Isu Strategis

1. Eufhoria Reformasi

Era reformasi 1997 /1998 diasumsikan sebagai era kebebasan dimana

publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan

pembenahan-pembenahan di tubuh pemerintahan. Namun semangat

reformis yang muncul belum menemui cita-cita reformasi yang hakiki

sehingga menimbulkan anomali reformasi itu sendiri yang berakibat

pada munculnya berbagai problem sosial yang justru mengancam

eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang tidak

dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu :

Pertama

Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis,

dan Kedua,

tingginya minat danpartisifasi

pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent).

2. Lahirnya UUPA sebagai Amanah dari MoU Helsinki

masyarakat dalam

Kepercayaan (trust) menjadi prinsip dasar dalam penyusunan Undang

— Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 tentang

Pemerintah Aceh. Selain itu juga didukung oleh keterlibatan semua

pihak yang terkait dari unsur pemerintahan, masyarakat sipil Aceh,

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

21




UUPA lahir sebagai upaya regulasi untuk membangun kepercayaan
yang melahirkan perdamaian setelah terjadinya konflik di Aceh. Hal
ini sangat penting adanya suatukepercayaan bahwa undang-undang
ini menjadi sebuah produk perundang-undangan yang mewakilkan isi
MoU antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Adapun konflik yang terjadi, dapat diselesaikan melalui komunikasi
dengan memberikan fasilitas semua pihak untuk mengeluarkan
aspirasi. Sesensitif apapun permasalah tidak ada yang tidak dapat
diselesaikan selama aspirasi tersebut tersampaikan dan tidak ada

yang tersakiti.

Kemajemukan/keragaman dalam beragama

Dalam kerangka heterogenitas Provinsi Aceh dipandang memiliki
keragaman yang cukup signifikan, baik dilihat dalam keragaman
beragama maupun suku bangsa. Di Provinsi Aceh yang julukannya
sebagai Serambi Mekah terdapat 6(enam) Agama, tetapi dalam
perjalanan kehidupan umat beragama selama ini tidak terjadi
permasalahan yang memicu kepada perpecahan antar umat
Beragama. Agama yang terdapat di Provinsi Aceh diantaranya adalah
Agama Islam, Kristen Katholik, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan
Konghuchu.

Namun hadirnya 6 (enam) Agama di Aceh ini menjadikan sebuah
tantangan yang besar dalam proses perbedaan dalam berkeyakinan.
Disamping itu terdapatnya pemeluk agama Islam yang mayoritas dari
agama-agama yang lain yang ada di Aceh, dapat menjadi sebuah
masalah baru dalam kehidupan beragama. Tentunya hal ini
memerlukan penanganan yang serius demi terciptanya keamanan di
Aceh, agar tidak terjadi konflik-konflik yang bernuansa SARA yang
sulit untuk dituntaskan seperti yang terjadi di daerah lain. Munculnya
konflik antar umat beragama yang saat ini masih kurang mendapat
perhatian, seakan-akan ada pembiaran sekelompok masyarakat yang
melakukan demo dan pengrusakan, hingga pembakaran terhadap

oknum dan fasilitas yang dimiliki oleh kelompok tertentu.
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1.4.2

Globalisasi

Terminology Globalisasi memiliki arti yang sangat umum, belum
mempunyai arti yang mapan dan istilah globalisiasimuncul dari
negara adi kuasa sehingga memiliki panorama negatif terhadap
negara di bawahnya.

Terlepas dari semua itu tren globalisasi tidak dapat dinafikanlagi,
globalisasi sebagai sebuah keniscayaan memiliki peranyang cukup
penting dalam catur ketahanan sebuah bangsa. Salah satu efeknya
adalah munculnya sistem ekonomi Pasar bebas / FTA yang
meminimalkan peran Negara dalam perdagangan. Semua aturan
dalam jual beli seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar,
sehingga tidak akan ada protektif Negara terhadap pasar, bila ini
terjadi maka pedagang lokal yang tak bisa bekompetisi akan bangkrut
dan menjadi bulan-bulanan Negara kuat. Hal tersebut juga akan
berpengaruh terhadap tata nilai kebudayaan bangsa salah satunya
ditandai dengan munculnya Westernisasi yang merupakan salah satu
bentuk dari universalisasi budaya dan tata nilai kehidupan dari
“barat” yang kebanyakan menganut gaya hidup permisif (serba boleh),
Narkoba, gaya hidup hedonistik, bermalas-malasan yang bila tidak
disertai dengan benteng pertahanan diri yang kokoh dapat merubah
perilaku dan budaya luhur masyarakat khususnya dikalangan
generasi muda.

Apabila hal tersebut diatas tidak ada antisipasi dari pemerintah dalam
hal ini Badan Kesbangpol Aceh akan menimbulkan persoalan
instabilitas NKRI yakni terjadinya ketidak percayaan masyarakat
kepada pemerintah, Perpecahan, terror dan intimidasi hingga

pemisahan diri dari pemerintah pusat.

Analisis Lingkungan Strategis pada Pelayanan Organisasi

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya

untuk mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang
dimiliki Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh untuk menyelenggarakan
pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dapat diketahui pula faktor
negatif/kelemahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan

tersebut. Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan
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internal yang mencakup kelemahan (weaknesses/W) dan kekuatan

(strenghts/S) serta analisis lingkungan eksternal yang mencakup peluang

(opportunities/O) dan ancaman (threats/T), atau yang umum dikenal

dengan SWOT Analysis. Dengan SWOT Analysis tersebut, Badan Kesatuan

Bangsa Politik Aceh dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan

dan sarasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan SWOT

Analysis Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh.

a. Analisis Lingkungan Internal

Strength (S)/Kekuatan

1.

Pemerintah Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus
sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun
2006 tentang Pemerintah Aceh;

Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;

Situasi Kerja yang harmonis (tim work);

Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM,Ormas,

orkemas dan Yayasan)

Weaknesses (W)/Kelemahan

1.

Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip
‘the right man in the right place’ sehingga belum memadai untuk
pelaksanaan tupoksi;

Standard Operating Procedures (SOP) belum memenuhi standar
ketentuan yang berlaku sehingga menyulitkan dalam penentuan
indikator sasaran baik output maupun outcome program dan
kegiatan;

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan
belum memadai;

Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai
tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)

belum optimal;

24



S. Keberadaan LSM, ormas, yayasan dan orkemas belum terdata

dengan baik secara faktual maupun secara aktual;

6. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Opportunities (O)/Peluang

1.

Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap
perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
dan lembaga swadaya masyarakat;

Terciptanya Keamanan di Wilayah Aceh ditandai dengan
terwujudnya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat
yang tertuang dalam MoU Helsinski dan keluarnya Undang-
undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih
memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Penerapan Syariah Islam di Provinsi Aceh bermanfaat dalam
pembentukan karakter masyarakat Aceh yang religius dan
bersifat gotong royong;

Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Aceh;

Penduduk Aceh yang berjumlah lebih dari 5.066.531 jiwa;
Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah
penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Aceh dalam rangka pencapaian visi dan misi;

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih
mengarah kepada pelayanan masyarakat;

Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan

terfokus.

10. Luas wilayah Aceh yang cukup luas;

Threats (T)/Ancaman

1.

Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah
mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang
cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi

di Aceh;
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10.

11.

12.

13.

14.

Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan
kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya
ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
Menurunnya rasa kebangsaan dan raca cinta tanah air di
masyarakat;

Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat;

Adanya  kepengurusan ganda dalam = satu  organisasi
kemasyarakatan;

Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;

Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan
nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik
sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi;

Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan
menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.

Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;

Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;

Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;

Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas, Yayasan dan
Orkemas) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya
pembinaan;

Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di
masyarakat;

Rentannya konflik antar umat beragama dimasyarakat di

akibatkan oleh fanatisme keagamaan.
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Tabel. 1.8
Analisis Lingkungan Strategis

ANALISIS LINGKUNGAN Peluang / Opportunities Ancaman / Threats

EKSTERNAL 1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh | 1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah
terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang

cenderung menghilangkan  kepedulian pada  proses
kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat; demokratisasi di Aceh;

2. Terciptanya Keamanan di Wilayah Aceh ditandai | 2. Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan

dengan terwujudnya perdamaian antara GAM dengan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena
. . . munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan
Pemerintah Pusat yang tertuang dalam MoU Helsinski Pancasila;

dan keluarny: a’Undang-undang ngfifpr 11tahun 2006 3. Menurunnya rasa kebangsaan dan raca cinta tanah air di
tentang Pemerintah Aceh; masyarakat;

3. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat;

yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok | 5. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi

dan fungsi, kemasyarakatan;

6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam

4. Penerapan Syariah Islam di Provinsi Aceh bermanfaat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
dalam pembentukan karakter masyarakat Aceh yang | 7 paktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan
religius dan bersifat gotong royong; nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik di
o Kab/kota sehingga menghambat dalam pelaksanaan
5. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Aceh; koordinasi;

6. Penduduk Aceh yang berjumlah lebih dari 4.597.308 | 8. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan

nwa; menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan:

7. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah | 9. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa |
dan Politik Aceh dalam rangka pencapaian visi dan

misi;

. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;

11. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;

12. Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas, Yayasan
8. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang dan orkemas) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak

lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat; optimalnya pembinaan;
) . 13. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di
9. Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga masyarakat;

ANALISIS LINGKUNGAN mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsiyang | ;4

INTERNAL

. Rentanya konflik antar umat beragama dimasyarakat di
lebih terarah dan terfokus. akibatkan oleh fanatisme keagamaan.

10. Luas wilayah Aceh yang cukup luas;

27




Kekuatan / Strengths

S-0

S-T

Pemerintah  Aceh  berstatus
sebagai daerah otonomi khusus
sebagaimana telah diatur dalam
Undang Undang Nomor 11 tahun
2006 tentang Pemerintah Aceh;

. Tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Aceh telah
diatur dalam Qanun Aceh Nomor
13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Aceh dan
Peraturan Gubernur Aceh Nomor
143 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Kata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Aceh;

Situasi Kerja yang harmonis (tim
work);

Hubungan kemasyarakatan
yang relatif baik (LSM,Ormas,
orkemas dan Yayasan ).

. Efisiensi dan

. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar

optimalisasi tupoksi bisa tercapai;

efektifitas anggaran guna
tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan;

. Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan

anggaran yang memadai hingga diharapkan
dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya
stabilitas politik;

. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai
dengan Tupoksi dan kewenangan.

Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk
dapat melaksananakan Tupoksi dan Mengarahkan
Personil dalam membina hubungan kerja dengan
LSM,Ormas dan Nirlaba Lainya Agar tidak terjadi
efek negarif dari ancaman Instabilitas;

Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan
dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan
keamanandan ketertiban di masyarakat;

Meningkatkan Pendidikan Politik Pada
Masyarakat;
Meningkatkan Pembinaan/Sosialisasi tentang

pemahaman Nilai-Nilai lubur Budaya Bangsa serta
Toleransi antar Umat Beragama.
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Kelemahan / Weakness

wW-0

wW-T

Kualifikasi sumber daya manusia belum
sesuai dengan prinsip ‘the right man in
the right place’ sehingga belum memadai

untuk pelaksanaan tupoksi;

Standard Operating Procedures (SOP)
belum memenuhi standar ketentuan
yang berlaku sehingga menyulitkan
dalam penentuan indikator sasaran baik
output maupun outcome program dan

kegiatan;

Sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan  pelayanan  belum

memadai;

Dukungan dana untuk penyelenggaraan
pelayanan sesuai tupoksi melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

(APBA) belum optimal;

Keberadaan LSM, ormas, yayasan dan
orkemas belum terdata dengan baik, baik

secara faktual maupun secara actual;

Kualitas SDM masih belum maksimal

dalam menunjang kinerja;

Kelembagaan belum memadai untuk
dapat mengoptimalkan pelaksanaan

Tupoksi.

. Pengoptimalisasian

.Untuk meningkatkan harmonisas hubungan antar lembagai

diharapkan peranan aparatur menciptakan hubungan yang
harmonis dengan LSM, Ormas dan Nirlaba Lainya, agar

terciptanya stabilitas politik di Provinsi Aceh;

Pembinaan / sosialisasi tentang

pemahaman;

.pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi

dalam kehidupan bermasyarakat;

.Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya

Kesatuan Bangsa;

.Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi

aparatur guna menunjang kinerja.

Untuk Meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan
SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman
Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan
tupoksi di lakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan
unsur Internal & ekternal Agar roda organisasi dapat tetap
berjalan sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang

ada.
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2.1.
2.1.1.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Gambaran Umum Badan Kesbangpol Aceh
Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022
Visi

“TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI
PEMERINTAH YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI”

Misi

Untuk mewujudkan Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi

sebagai berikut:

a. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat,
berkualitas dan berkeadilan;

b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman
dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakatdengan iktikad
Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah
dengan tetap menghormati mazhab yang lain;

c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian
sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;

d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di
tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan
secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan
pendidikan umum;

e. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan
kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;

f. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi
terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan
produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;

g. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri,

sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
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h. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa
kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas
lapangan kerjaserta memberikan kemudahan akses permodalan;

i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based

planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam hal ini dari 9 misi
terkait dalam Misi Ke-3 yaitu: Menjaga integritas nasionalisme dan
keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip
MoU Helsinki; melalui Misi ke-3 ini akan menguatkan pelaksanaan UUPA
sesuai seuai dengan prinsip- prinsip Mou helsinki secara konsisten dan
komprehensif. Disamping itu, Pemerintah Aceh akan menciptakan situasi
aman dan damai yang berkelanjutan melalui penuntasan proses
reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan
masyarakat.

Pada 9 misi tersebut dijabarkan dalam 15 keunggulan Aceh Hebat,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam hal ini terkait dengan

Misi ke-3 dan dijabarkan dalam keunggulan Aceh Hebat ke-10, dengan:

Tujuan : Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan

prinsip- prinsip Mou Helsinki;

Sasaran : Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip

MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;
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Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik tahun 2017-2022:

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1) (2) (8) (4)
Meningkatnya keberlanjutan | Meningkatnya Kemandirian dan
. o Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang
1 | perdamaian berdasarkan Profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan terdat
o I erdaftar
prinsip- prinsip Mou helsinki | didalam Pembangunan Daerah
Persentase Sekolah tingkat pendidikan
menengah atas yang dibina Ideologi,
Karakter dan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya Pemahaman Penguatan dibagi jumlah pendidik di Aceh
Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan
Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat Persentase jumlah masyarakat per
kecamatan yang memperoleh
pendidikan/pembinaan/sosialisasi
pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat
dalam Keberagaman untuk Menjaga Jumlah konflik Sara yang tertangani
Perdamaian Aceh
. . Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
Mewujudkan Ketahanan Stabilitas .
, , memberantas narkoba dan penyakit
Ekonomi, Sosial dan Budaya o
sosial dimasyarakat
Persentase Konflik yang tertangani
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat
dalam Menjaga Perdamaian Aceh Persentase Ancaman/deteksi dini
Konflik yang tertangani
Meningkatnya peran . , . L
. oo Meningkatnya Indeks Demokrasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
2 | demokrasi indonesia didalam

pembangunan

Indonesia

Pemilu atau Pemilukada
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2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan.

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

keberlanjutan perdamaian
berdasarkan prinsip- prinsip
Mou helsinki

Perdamaian Aceh

komponen masyarakat dengan membangun
kebersamaan dan saling gotong royong

VISI “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani”
MISIII Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya Kemandirian dan berdavalan LSH/Ormas ¥ Meningkatkan peran
1. Profesionalisme LSM/Ormas /Yayasan |1. @em erdayean LM/ Orms Yegesan 1. LSM/Ormas/Yayasan dalam memelihara
. didalam mendukung pembangunan daerah .
didalam Pembangunan Daerah perdamaian
Membangun karakter bangsa yang Meningkatkan pemahaman pada
Meningkatnya Pemahaman Penguatan berwawasan kebangsaan dengan harapan masyarakat tentang nilai-nilai
) Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan meningkatnya kesadaran warga negara kesadaran warga negara [ndonesia
" Wawasan Kebangsaan pada Indonesia terhadap penguatan nilai sejarah, | terhadap penguatan nilai sejarah,
Masyarakat ideologl ,karakter dan wawasan kebangsaan | karakter,ideologi, wawasan kebangsaan
dan meningkatkan kesadaran bela Negara dan kesadaran bela negara
, Menciptekan keharmonisan befbangsa dan Menumbuhkan semangat nasionalisme
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat bernegara dengan harapan terciptanya G
Meningkatnya , , , ) dan melestarikan nilai - nilai
¥ 3. dalam Keberagaman untuk Menjaga |3, toleransi dan saling menghargai antar 3.

kebangsaan dalam masyarakat yang
multi kultur

Mewujudkan Ketahanan Stahilitas

Mengembangkan dan memantapkan
ketahanan kehidupan masyarakat dalam

Meningkatkan peran pemerintah dan
masyarakat dalam menciptakan

4, Honomi. Sosial dan Bud | ehiduen b onori. sl 4, ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan
onomi, Sosial dan Budaya g 1 upan beragama, ekonomi, politik, budaya dalam ehidupen masyerlet
sosial dan budaya ,
majemuk
Memelihara kewaspadaan nasional agar Menindatk el d
terhindar dari upaya pemecahbelahan eningfatkan peren pe@enn an e
. . masyarakat dalam menciptakan
Meringkatnva Peran Serta Masvarakat bangsa (disintegrasi bangsa) dan i ondusif &
S eninghatrya Peran Serta Masyer 5. mengevaluasi tethadap capaian penanganan |5. ingungan yang kondusifdengan

dalam Menjaga Perdamaian Acch

konflik dengan harapan agar kasus-kasus
konflik tertangani dengan cepat sehingga
terciptanya lingkungan yang kondusif

penguatan Kewaspadaan Nasional
kepada Aparatur dan Masyarakat untuk
memperkuat NKRI

Meningkatnya peran
demokrasi indonesia
didalam pembangunan

—

Meningkatnya Indeks Demokrasi
Indonesia

Memperbaiki dan meningkatkan kualitas
warga negara dalam kehidupan
bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara melalui pendidikan
politik yang berkesinambungan

Mendukung pelaksanaan dan
penyelenggaraan Pemilu yang lebih
demokratis, jujur dan adil dalam rangka
penegakan kedaulatan rakyat di segala
aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
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2.2.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2020.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis, Kebijakan, Tujuan dan

Sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Aceh, maka ditetapkan program-program yang dijabarkan

dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi

tersebut:

1.
2.
3.

© N o b

Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;

Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan;

Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan
Kebangsaan;

Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
Program Pendidikan Politik Dalam Negeri;

Program Pembauran Kebangsaaan;

Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Program Penanganan Konflik.
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Tabel 2.3 Sasaran Program Kegiatan RPJMA 2017-2022

Tahun-1(2018)

Tahun-2(2019)

Tahun-3(2020)

Tahun-4(2021)

Tahun-5(2022)

No. Bidang Urusan Sasaran Strategis Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Standar Kinerja Kond}
(outcome) (Satuan) awal Target Target Target Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
Meningkatnya
kemandirian dan .
fesionalisme Program Pembinaan dan Jumlah LSM
1 Kesatua:n. Bangsapro . |Pemberdayaan Organisasi /Ormas /Yayasan/OKP yang 35| 25 25 22 21 23
dan Politik LSM/ORMAS/YAYASAN di
Kemasyarakatan terdaftar
dalam Pembangunan
Daerah
Meningkatnya Indek Program Pendidikan Politik Tingkat Partisipasi Masyarakat Persentase jumlah 73.00% 73.00% 73.01% 73.01% 73.01% 73.01%
Demokrasi Indonesia. Dalam Negeri dalam Pemilu atau Pemilukada pemilih s e R S R Bl
P kolah ti
Program Kemitraan erse-:n‘tase Sekolah tingkat jumlah SMA yang
Pengembangan Ideologi pendidikan menengah atas yang mendapat pembinaan
gemoang & dibina Ideologi, Karakter dan pat b 481 10% 20% 30% 40% 50%
Meningkatnya Karakter dan Wawasan Yy A per jumlah SMA
Pemah P Kebanesaan Wawasan Kebangsaan dibagi seluruh Aceh
emahaman Penguatan 8 umlah pendidik di Aceh
Nilai Sejarah, Ideologi, ]
persentase jumlah masyarakat
Karakter dan Wawasan S
per kecamatan yang memperoleh | 4 peserta dari setiap
Kebangsaan pada P Bina Ideologi, Karakt didika kecamatan di Aceh
m Bin rakter n matan
Masyarakat. rogram Bina ldeologl, Barakier | pendics o ccamatan di Ace 1156 19,90% 39,79% 59,69% 79,58% 100%
dan Wawasan kebangsaan /pembinaan/sosialisasi (289 kecamatan) data
pengembangan wawasan BPS
kebangsaan
. Persentase Potensi Konflik yang Jumléh kasus .
Program Penanganan Konflik T tertangani per potensi | 95,54% 96,04% 96,54% 97,54% 98,04% 98,54%
Meningkatnya peran serta konflik di Aceh
masyarakat dalam
menjaga perdamian aceh Jumlah kasus
Program Fasilitasi Kewaspadaan Perse'ntase Ancaman/(lietekM dini | tertangani per jumlah 88,24% 89,24% 90,24% 90,74% 91,24% 93,24%
Nasional Konlflik yang tertangani ancaman yang
terdeteksi/dilaporkan
Mewujudkan ketahanan P Pasilitasi Ketah Tingkat Partisipasi Masyarakat Jumlah kasus
i nan
stabilitas ekonomi, sosial rogram. asi 1 asi Retahana dalam memberantas narkoba tertangani per kasus 967 10,34% 20,68% 31.02% 41,37% 54,71%
Ekonomi, Sosial dan Budaya . L .
dan budaya dan penyakit sosial dimasyarakat yang terdeteksi
Meningkatnya Peran Serta
Keberagaman Masyarakat Program Pembauran Kebangsaan jumlah konflik Sara yang 3 3 4 4 5 5

dalam Menjaga
Perdamaian Aceh.

tertangani
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2.3.

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Aceh
Tahun 2020.

Penetapan Kinerja adalah dokumen perjanjian Kinerja antara
Gubernur Aceh selaku kepala daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol
Aceh dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai
Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam
Rencana Strategis Badan Kesbangpol AcehTahun 2017-2022. Perjanjian
kinerja tersebut tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Badan
Kesbangpol dan Tahun 2020.

Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam
bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi
pemerintah /unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja
dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.
Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja
yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada
atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian
kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja
dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara
pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement). Penetapan
Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah
disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses
anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi

Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
{1} (2) 13) )
1. |Meningkatnya kemandirian dan
profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan di Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar 37
dalam pembangunan daerah
2 |Meningkatnya peran serta masyarakat y
dalam menjaga perdamaian aceh Persentase potensi konflik yang tertangani 97,54%
3 |Meningkatnya Indeks Demokrasi : .
Indonesia Jumlah kegiatan pembinaan paolitik daerah 7
Program Anggaran
1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Rp 1.060.618.001
2. Penanganan Konflik Rp 1.304.050.488
3. Politik Dalam Negeri Rp 1.816.612.866
&/ Banda Aceh, 2020
», Plt. Gubernur Aceh Kepala Badan Kesatuan B olitik Aceh
’

=

W= :

?. Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

™

r

Drs. MAHDI EFENDI

Tabel. 2.4
Penetapan Kinerja Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2020
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya kemandirian|
dan profesionalisme Jumlah 25
1 LSM/Ormas/Yayasan |[LSM/Ormas/Yayasan yang
didalam pembangunan terdaftar LSM/Ormas/Yayasan
daerah
Persentase potensi
) konflik yang tertangani
2 Menmgkatnya peran Jumlah potensi konflik 96,5 %
serta masyarakat dalam yang fertangani
perdamaian Aceh X 100
jumlah potensi konflik
yang dilaporkan
Meningkatnya Indeks Juml.ah keglatgp
3 . . pembinaan politik 7
Demokrasi Indonesia
daerah
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No Program Anggaran
1 Pendidikan Politik Dalam Negeri Rp. 930.656.616
2 Pembauran Kebangsaan Rp. 222.134.458
3 Bina Ideologi, Karakter dan Wasbang Rp. 84.178.202
4 Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter Rp. 0
dan Wasbang

S Pembinaan dan pemberdayaan Ormas Rp. 266.914.780
6 Ketahanan ekonomi sosial dan budaya Rp. 164.993.300
7 Penanganan Konflik Rp. 141.667.747
8 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional Rp. | 1.990.949.291
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pada Penetapan Kinerja
> Penghargaan/Prestasi atas capaian Kinerja yang diperoleh Tahun
2020

Kategori Peringkat Instansi Penilai Pe jabat yang

Yang Menerim
Penghargaan Menyerahkan ang Vienerima

Nama Penghargaan

Kabid Penanganan

Piagam Penghargaan Capaian Dirjen Politik dan

R ; . . K ian Dal . Konflik
Kinerja Tim Aksi Terpadu Peringkat 9 Nasional emer.lterlan alam Pemerintahan onfli dan
. . Negeri Kewaspadaan
Penanganan Konflik Sosial Umum Nasional

Gambar. 3.1

Penyerahan Piagam Penghargaan Capaian Kinerja Tim Aksi Terpadu
Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 di Hotel A One Wahid Hasyim,
Jakarta, Selasa 23 Februari 2021

FOLLS GROUP DISCUSSION(’G,D)J

) pENGENDALIAN RENCANA AKST DAERAH
% (RAD) TIM TERPADU PE

KONFLIK SOSIAL

TAHUN 2021
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Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran Indikator Bt c o
No Strategis Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
kemandirian
rofes(iic?r?alisme Jumlah 37 50
1| P LSM/Ormas/ |LSM/Ormas/| LSM/Ormas/ 100
LSM/Ormas/Y
. Yayasan yang Yayasan Yayasan
ayasan didalam
terdaftar
pembangunan
daerah
Persentase
. potensi
Meningkatnya konflik yang
peran serta tertangani
masyarakat
2 leam Jumlah potensi konflik 96,5 % 96,7 % 100
perdamaian yang tertangani
Aceh jumlah potensi konflik
yang dilaporkan
Meningkatnya Jumlah
3 Indeks \ Keglgtan 7 5 71,42
Demokrasi pembinaan
Indonesia politik daerah
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3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa
Tahun Terakhir;
Tabel. 3.2

Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2012 s/d 2020

Tahun Tahun Tahun Tahun
Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015

Realisasi|Realisasi|Realisasi|Realisasi| Realisasi Target |Realisasi| Target |Realisasi| Target [Realisasi| Target |Realisasi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14
1) |Persentase pembinaan LSM, 80% 46% 77,27% | 130.60% 99.07%
Ormas dan OKP

2) |Persentase pembinaan politik 100% 100% 90% 107.79 84.50%
daerah
1) |Jumlah konflik masyarakat 29 15 157 kasus

yang tertangani.(Jumlah
kasus konflik/kriminalitas
masyarakat yang
teridentifikasi/terdeteksi)

2) |Jumlah kriminalitas yang 62% 32 34
tertangani
3) |Jumlah kajian/analisis 18

perkembangan situasi dan
kondisi daerah.

4) |Jumlah pengunjung memorial 317
perdamaian pertahun Pengunjung
5) |Jumlah draft ganun tentang 1 dokumen

kerukunan umat beragama dan
pendirian rumah ibadah

7) |Rasio anggota linmas per 44.861 228 21.696 | 502,174
10.000 penduduk.

8) |Rasio Poskamling per jumlah - 7,784 per - 3,332
Gampong. desa
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Indikator Kinerja

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target Realisasi

Target Realisasi

Target Realisasi

Target

Realisasi

3

5

6

7

8

9 10

11 12

13 14

13

14

Jumlah kegiatan pembinaan
pembauran kebangsaan

2 Kegiatan | 2 Kegiatan

Jumlah kegiatan pembinaan
terhadap aparatur dan
masyarakat tentang ideologi
negara.

4 Kegiatan [ 3 Kegiatan

Jumlah kegiatan pembinaan
terhadap LSM dan Ormas.

3 Kegiatan [ 3 Kegiatan

Jumlah Kegiatan pembinaan
terhadap aparatur dan
masyarakat dalam
mengantisipasi potensi
konflik.

3 Kegiatan | 3 Kegiatan

Jumlah LSM/Ormas /Yayasan
yang terdaftar

37
LSM/
Ormas/
Yayasan

25
LSM/
Ormas/
Yayasan

51
LSM/
Ormas/
Yayasan

25
LSM/
Ormas/
Yayasan

37
LSM/
Ormas/
Yayasan

50
LSM/
Ormas/
Yayasan

Persentase potensi konflik
yang tertangani

Jumlah